
Universitas Indonesia Library >> UI - Skripsi Membership
 
Tinjauan prinsip due process of law dalam penerapan larangan
pengajuan pemeriksaan praperadilan bagi tersangka dalam Daftar
Pencarian Orang (DPO) (studi kasus dalam Putusan Nomor
4/Pid.Pra/2018/PN.Pky dan Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN.Kis) =
The Review of the due process of law principle on the prohibition on
filling of Habeas Corpus Examination Request for Suspects of The List
of wanted persons (case study in Decision Number
4/Pid.Pra/2018/PN.Plk and Decision Number 2/Pid.Pra/2018/PN.Kis)
Dila Paruna, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20501716&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan larangan pengajuan permintaan pemeriksaan praperadilan bagi

tersangka yang berada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah terbitnya SEMA No. 1 Tahun 2018

apabila ditinjau dari prinsip <em>due process of law</em> sebagai prinsip dasar dalam pelaksanaan

kegiatan penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana data yang digunakan

bersumber dari studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Adapun hasil penelitian mengenai

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bahwa dalam penerbitan DPO terhadap tersangka,

penyidik harus mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme penerbitan DPO. Larangan

dalam SEMA No. 1 Tahun 2018 memiliki pengaruh besar terhadap kebolehan tersangka dalam DPO untuk

mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan, sehingga keabsahan penerbitan DPO itu sendiri tetap

harus dibuktikan dalam sesi pembuktian pada sidang praperadilan. Adapun berdasarkan analisis

pemeriksaan praperadilan dalam Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN.Plk dan Putusan Nomor

2/Pid.Pra/2018/PN.Kis, hakim praperadilan pada kedua putusan tersebut tidak ada yang mempertimbangkan

mengenai keabsahan penerbitan DPO padahal penerbitan DPO dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme

yang belaku sehingga jelas bertentangan dengan asas <em>due process of law</em>.

......This thesis discusses the implementation of prohibition on submitting a Habeas Corpus examination

request for suspects of The List of Wanted Persons after the issuance of Supreme Court Circular Number 1

of 2018 and its juridical review based on the principle of due process of law as a basic principle in

conducting investigative activities. This study uses normative juridical methods, where the data used are

sourced from literature studies and interviews with informants. The results of research on the issues

discussed in this study are that in issuing The List of Wanted Persons, investigators must refer to the

provisions governing the mechanism for the issuance of The List of Wanted Persons. Prohibition in

Supreme Court Circular Number 1 of 2018 has a major influence on the ability of suspects in The List of

Wanted Persons to submit requests for Habeas Corpus examination, so the validity of the issuance of The

List of Wanted Persons itself must be proven in the evidentiary session at the Habeas Corpus examination.

Based on the analysis of Habeas Corpus examinations in Decision Number 4/Pid.Pra/2018/PN.Plk and

Decision Number 2/Pid.Pra/2018/PN.Kis, the Habeas Corpus examination judges in both decisions did not

consider the validity of The List of Wanted Persons issuance even though The List of Wanted Persons

issuance had been conducted not in accordance to the mechanism in force so it clearly contradicts the

principle of due process of law.
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